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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Telaah Pustaka 

1. Dasar- Dasar Perpajakan 

a. Pengertian Pajak 

   Definisi pajak menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

Undang-Undang No.16 tahun 2009 menyebutkan bahwa: 

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 

 

Selain yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Pajak 

memiliki difinisi yang berbeda-beda menurut para ahli. Menurut Soeparman 

Soemahamidjaja dalam waluyo (2013:3) sebagai berikut: 

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh 

penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi 

barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan 

umum” 

 Menurut Waluyo (2013:3) dari pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik 

suatu kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak: 
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1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaanya yang 

sifatnya dapat dipaksakan. 

  2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah. 

3) Pajak dipungut oleh Negara baik pemerinta pusat maupun pemerintah daerah. 

  4) Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari 

pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public 

investment. 

 5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur. 

 b. Fungsi Pajak 

  Menurut Waluyo (2013:6)  sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang 

melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi 

pajak yaitu sebagai berikut: 

1) Fungsi Penerimaan (Budgeter) 

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan 

pengeluaran-pengeluaran pemerintah contohnya dimasukannya pajak dalam 

APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 

2) Fungsi Mengatur (Reguler) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

dibidang social dan ekonomi contohnya dikenakannya pajak lebih tinggi 

terhadap minuman keras dan barang mewah. 
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 c. Pembagian Pajak Menurut Golongan, Sifat, dan Pemungutnya 

Menurut Waluyo (2013:12) pajak dapat dikelompokan ke dalam tiga 

kelompok, adalah sebagai berikut: 

1) Menurut Golongan: 

a) Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat 

dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak 

yang bersangkutan contohnya Pajak Penghasilan. 

b) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebananya dapat 

dilimpahkan kepada pihak lain contohnya Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN). 

2) Menurut Sifat: 

a) Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalan arti 

memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak contohnya Pajak Penghasilan. 

b) Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak contohnya 

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 

3) Menurut Pemungutnya: 

a) Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayayi rumah tangga Negara contohnya Pajak 

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai. 

b) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah contohnya Pajak 

Reklame, Pajak Hiburan. 
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 d.  Asas-asas Pemungutan Pajak 

Menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth Of Nations dengan ajaran 

yang terkenal “The Four Maxims”, asas pemungutan pajak adalah sebagai 

berikut: 

1) Asas Equality (Asas Keadilan) 

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan 

kepada orag pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar 

pajak  (ability to pay) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. 

2) Asas certainty (Asas Kepastian umum) 

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, 

Wajib Pajak harus mengetahui jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan 

harus dibayar, serta batas waktu pembayaran. 

3) Asas  Convenience (Asas Pemungutan Pajak Yang Tepat Waktu Atau Asas 

Kesenangan) 

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat 

saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sistem pemungutan ini disebut pay 

as you earn. 

4) Asas Economy (asas ekonomis) 

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban 

pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminim mungkin, demikian pula beban 

yang dianggung Wajib Pajak.    

2.  Pajak Pengahasilan 

 a.  Definisi Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Badan: 
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 Menurut Siti Resmi (2014:74) pajak penghasilan adalah pajak yang 

dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh 

dalam satu tahun pajak. 

  Pada pasal 1 UU Pajak Penghasillan, Pajak Penghasilan adalah pajak  yang 

dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau 

diperolehnya dalam tahun pajak. Sedangkan Pajak Penghasilan Badan (PPh 

Badan) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau 

diperoleh oleh Badan seperti yang dimaksud dalam UU KUP. 

 

 b. Subjek Pajak Penghasilan 

Menurut Siti Resmi (2014:75) Subjek Pajak Penghasilan adalah segala 

sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi 

sasaran untuk di kenakan Pajak Penghasilan. 

Berdasarkan undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat satu (1) 

Subjek Pajak dapat dikelompokan sebagai berikut: 

  1)  Subjek Pajak orang pribadi. 

Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tingal atau berada di 

Indonesia ataupun diluar Indonesia. 

  2) Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan. 

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak 

pengganti, menggantikan yang berhak yaitu ahli waris. 
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3) Subjek Pajak Badan 

Yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha maupun tidak, yang 

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan 

usaha milik Negara, maupun badan usaha milik daerah dengan nama dan 

bentuk apapun. 

     Menurut Mardiasmo (2011:158) yang tidak termasuk subjek pajak adalah: 

  1) Kantor perwakilan Negara asing. 

2) Pejabat-pejabat perwakilan diplomatic dan konsulat atau pejabat-pejabat lain 

dari Negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang 

berkerja dan bertempat tinggal bersama-sama. 

3) Organisasi-organisasi Internasional dengan syarat Indonesia menjadi 

organisasi tersebut. 

4) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi Internasional bukan warga Indonesia. 

c. Objek Pajak Penghasilan 

 Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) Tentang 

Pajak Penghasilan yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap 

tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik 

yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk 

konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan 

nama dan bentuk apapun. 

 Menurut Siti Resmi (2014:80) Objek Pajak Penghasilan adalah 

penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau 
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diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar 

Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib 

Pajak yang bersangkutan. 

   Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang 

termasuk objek adalah: 

 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, 

bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali 

ditentukan lain dalam Undang-undang ini. 

2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan. 

3) Laba usaha. 

 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. 

 5)  Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya 

dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. 

6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang. 

7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha 

koperasi. 

8)  Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. 

9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 

10)  Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 

11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 

tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 
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 12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing. 

13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.  

14) Premi asuransi. 

15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri 

dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.  

16)  Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak. 

17)  Penghasilan dari usaha berbasis syariah. 

18)  Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang  

 yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.  

 19)  Surplus Bank Indonesia. 

 Menurut Mardiasmo (2011:161) yang tidak termasuk objek pajak: 

 1) Bantuan atau Hibahan 

a) Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima  oleh  badan  amil  

zakat  atau  lembaga amil  zakat  yang  dibentuk  atau  disahkan  oleh 

pemerintah  dan  yang  diterima  oleh  penerima zakat yang berhak atau 

sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang 

diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk 

atau disahkan oleh pemerintah  dan  yang  diterima  oleh  penerima 

sumbangan  yang  berhak,  yang  ketentuannya diatur  dengan  atau  

berdasarkan  Peraturan Pemerintah; dan 

 b) Harta  hibahan  yang  diterima  oleh  keluarga sedarah  dalam  garis  

keturunan  lurus  satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan 

sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan 
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usaha mikro dan  kecil,  yang  ketentuannya  diatur  dengan atau 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang  tidak  ada  

hubungan  dengan  usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di 

antara pihak-pihak yang bersangkutan. 

 2)  Warisan 

 3) Harta  termasuk  setoran  tunai  yang  diterima  oleh badan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat  (1) huruf b sebagai pengganti saham atau 

sebagai pengganti penyertaan modal. 

4) Penggantian atau  imbalan  sehubungan  dengan pekerjaan  atau  jasa   yang  

diterima  atau  diperoleh dalam  bentuk  natura  dan/atau  kenikmatan  dari 

Wajib  Pajak  atau  Pemerintah,  kecuali  yang diberikan oleh bukan Wajib 

Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang 

menggunakan norma  penghitungan  khusus (deemed profit). 

 5) Pembayaran dari  perusahaan  asuransi  kepada orang  pribadi  sehubungan  

dengan  asuransi kesehatan,  asuransi  kecelakaan,  asuransi  jiwa, asuransi 

dwiguna, dan asuransi beasiswa. 

6) Dividen atau  bagian  laba  yang  diterima  atau diperoleh  perseroan  terbatas  

sebagai  Wajib  Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau  

badan  usaha  milik  daerah,  dari  penyertaan modal  pada  badan  usaha  

yang  didirikan  dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: 

 a) Dividen  berasal  dari  cadangan  laba  yang ditahan 
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b) Bagi perseroan  terbatas,  badan  usaha  milik negara  dan  badan  usaha  

milik  daerah  yang menerima  dividen,  kepemilikan  saham  pada badan 

yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari 

jumlah modal yang disetor. 

7) Iuran yang  diterima  atau  diperoleh  dana  pensiun yang  pendiriannya     

telah  disahkan  Menteri Keuangan,  baik  yang  dibayar  oleh  pemberi  kerja 

maupun pegawai. 

8)  Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun  sebagaimana  

dimaksud  pada  angka 7, dalam  bidang-bidang  tertentu  yang  ditetapkan 

dengan Keputusan Menteri Keuangan. 

9) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari  perseroan  

komanditer  yang  modalnya  tidak terbagi  atas  saham-saham,  persekutuan, 

perkumpulan,  firma,  dan  kongsi,  termasuk pemegang  unit  penyertaan  

kontrak  investasi kolektif; 

10)  Penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh perusahaan modal ventura berupa 

bagian laba dari badan  pasangan  usaha  yang  didirikan  dan menjalankan  

usaha  atau  kegiatan  di  Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha 

tersebut: 

a) Merupakan  perusahaan  mikro,  kecil, menengah,  atau  yang  

menjalankan  kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau  

berdasarkan  Peraturan  Menteri Keuangan; dan 

b) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; 
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         11)  Beasiswa  yang  memenuhi  persyaratan  tertentu yang ketentuannya  diatur 

lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

 12) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga  nirlaba  yang  

bergerak  dalam  bidang pendidikan  dan/atau  bidang  penelitian  dan 

pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang  membidanginya,  

yang  ditanamkan  kembali dalam  bentuk  sarana  dan  prasarana  kegiatan 

pendidikan  dan/atau  penelitian  dan pengembangan, dalam jangka waktu 

paling lama 4 (empat)  tahun  sejak  diperolehnya  sisa  lebih tersebut,  yang  

ketentuannya  diatur  lebih  lanjut dengan  atau  berdasarkan  Peraturan  

Menteri Keuangan. 

 13).Bantuan  atau  santunan  yang  dibayarkan  oleh Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak  tertentu,  yang  ketentuannya  diatur  

lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

d. Pajak Penghasilan 25 

   Menurut Waluyo (2013:305) Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran 

Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap 

bulan dalam tahun berjalan dan PPh 25 terjadi apabila kita menerima 

penghasilan lebih dari 1 pemberi kerja atau mempunyai usaha bebas. 

  Pembayaran PPh Pasal 25, seperti yang dikutip dari tuliasan 

www.pajak.go.id yaitu pembayaran Pajak Penghasilan secara angsuran. Hal ini 

dimaksudkan untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam melunasi pajak yang 

terutang dalam satu tahun pajak. Wajib Pajak diwajibkan untuk mengangsur 

http://www.pajak.go.id/


 18   

 

pajak yang akan terutang pada akhir tahun dengan membayar sendiri angsuran 

pajak tersebut setiap bulan. 

  Menurut Mardiasmo (2011:269) besarnya angsuran dalam tahun berjalan 

yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar 

Pajak Penghasilan tahun  pajak yang lalu dikurangi dengan: 

 1) Pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan 

pasal 23, serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimakasud 

dalam Pasal 22. 

2) Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh 

dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. 

Dan di bagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. 

  Menurut Waluyo (2013:308) ketentuan untuk menyetor dan melaporkan  

PPh Pasal 25 adalah sebagai berikut: 

 1) Pajak Penghasilan Pasal 25 dibayar/disetorkan selambat-lambatnya tanggal 

15 (lima belas) bulan takwin berikutnya. 

 2) Wajib Pajak diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa 

paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir dalam Surat 

Setoran Pajak (SSP) lembar ketiga. 

  Menurut Siti Resmi (2014:372) pada dasarnya besarnya pembayaran 

angsuran pajak oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun berjalan sedapat mungkin 

diupayakan mendekati jumlah pajak yang akan terutang pada akhir tahun. Oleh 
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karena itu, dalam hal hal tertentu Direktur Jendral Pajak diberikan wewenang 

untuk menyesuaikan perhitungan besarnya angsuran. Hal- hal tertentu yang 

dimaksud adalah: 

1) Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian. 

2) Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. 

3) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pengahsilan tahun yang lalu 

disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. 

4) Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat 

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. 

5) Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 

Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran 

bulanan sebelum pembetulan. 

6)  Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.  

 3.  Sistem Self Assessment 

 a. Definisi Self Assessment System  

Menurut Waluyo (2013:7) adalah “Sistem ini merupakan pemungutan 

pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib 

Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri 

besarnyaa pajak yang harus dibayar”. 
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   Menurut Mardiasmo (2011:7) self assessment system adalah suatu system 

pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 

b. Ciri-ciri Self Assessment System 

    Menurut Mardiasmo (2011:7) Self Assessment mempunyai ciri- ciri  

sebagai berikut: 

 1) Wewewnang untuk menentukan besarnya pajak yang ada pada wajib pajak 

sendiri. 

 2) Wajib Pajak Aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri 

pajak yang terutang. 

 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

 c.  Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Self Assessment System 

  Menurut Danang Rosadi (2012:52)  keberhasilan Self Assessment System 

ditentukan oleh beberapa faktor yaitu:  

 1) Kesadaran pajak dari wajib pajak 

Tingkat kesadaran akan membayar pajak didasarkan oleh tingkat kepatuhan 

wajib pajak yang berpijak pada tingginya kesadaran hukum dalam membayar 

pajak. Dalam hal ini peran fiskus amatlah berarti karena pada dasarnya 

tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan tingkat pemahaman yang baik 

seputar pajak. 
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 2)  Kejujuran wajib pajak 

Faktor kejujuran dalam membayar pajak sangatlah penting, karena dengan 

self assessment system pemerintah memberikan sepenuhnya kepercayaan 

masyarakat untuk menetapkan berapa jumlah pajak yang harus dibayar sesuai 

dengan ketentuan. Masyarakat diharapkan melaporkan jumlah kewajiban 

pajaknya sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi. 

 3) Hasrat untuk membayar pajak (tax mindedness) 

Hasrat untuk membayar pajak pada dasarnya kepatuhan sukarela dalam 

membayar pajak haruslah diikuti oleh hasrat yang tinggi untuk membayar 

pajak. 

 4) Disiplin dalam membayar pajak (tax discipline) 

Tax Discipline berdasar pada tingkat pemahaman yang sesuai terhadap 

hukum pajak yang dianut suatu negara serta saksi-saksi yang menyertainya, 

dengan harapan masyarakat tidak menunda-nunda membayar pajak. 

d. Pelaksanaan Self Assessment System 

   Self Assessment System menyebabkan Wajib Pajak mendapat beban berat 

karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib 

Pajak sendiri. Kewajiban wajib pajak dalam Self Assessment System menurut 

Siti Kurnia Rahayu dalam Kwik Felicia (2015:13) menjelaskan bahwa: 

 1) Mendaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak 

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi perpajakan (KP4) 
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yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan 

dapat melalui e-register (media elektronik online) untuk diberikan Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

 2) Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak 

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang 

yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif 

pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah 

mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi 

dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (prepayment). 

 3) Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak 

Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, 

pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun. Melalui pemotongan dan 

pemungutan pihak lain (PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23, 

dan 26). Pihak lain di sini berupa: pemberi penghasilan, pemberi kerja, dan 

piak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah. Pemungutan PPN 

oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah. Pembayaran 

pajak-pajak lainnya: PBB, BPHTB, bea materai. 

  Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun 

swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang 

dapat diambil di KPP atau KP4  terdekat, atau dengan cara lain melalui 

pembayaran pajak secara elektronik (e-payment). 
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  4) Pelaporan dilakukan oleh Wajib Pajak 

Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib 

pajak di dalam melaporkan dan mempertanggung jawabkanperhitungan 

jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat pemberitahuan 

berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang 

dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan 

pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan 

kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang 

pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. 

 Menurut Danang Rosadi (2012:51) tata cara pemungutan pajak dengan 

menggunkan Self Assessment System berhasil denagn baik jika masyarakat 

mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, di mana ciri-ciri Self 

Assessment System adalah adanya kepastian hukum, sederhana 

perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan 

perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak. 

 4.  Kepatuhan Wajib Pajak 

 a.  Definisi Kepatuhan Perpajakan 

 Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kepatuhan adalah sifat patuh dan taat 

Kepatuhan Wajib pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak (moh.zain:2004) 

dalam Mutia Vidia (2012:13) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak sebagai suatu 

iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercemin 

dalam situasi dimana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua 

kententuan peraturan perundang- undangan perpajakan, mengisi formulir pajak 
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dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang tepat pada 

waktunya. 

    b. Menurut Nurmantu (2010) ada dua jenis kepatuhan,   yaitu: 

1) Kepatuhan Formal 

Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dengan 

menitik beratkan pada nama dan bentuk kewajiban saja, tanpa memperhatikan 

hakekat kewajiban itu. Miasalnya menyampaikan SPT PPH sebelum tanggal 

31 Maret di KPP, dengan mengabaikan apakah isi SPT tersebut sudah benar 

atau belum, yang penting SPT PPH sudah disampaikan sebelum tanggal 31 

Maret. 

2) Kepatuhan Materill 

 Suatu keadaan dimana wajib pajak selain memenuhi kewajiban yang 

berhubungan dengan nama dan bentuk kewajiban perpajakannya. Disini 

Wajib Pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan tanggal penyampaian 

SPT PPH juga memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan 

hakekat SPT PPH juga memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi 

dan hakekat SPT PPH tersebut. 

c.  Kriteria Wajib Pajak Patuh 

Kriteria Wajib Pajak patuh menurut Keputusan Mentri Keuangan 

No.192/PMK.03/2007, Wajib Pajak patuh adalah sebagai berikut: 

1) Tepat Waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua 

tahun terakhir. 
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2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah 

memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 

3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang 

perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. 

4) Dalam dua tahun terakhir menyelanggarakan pembukuan dan dalam hal 

terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada 

pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling 

banyak lima persen. 

5)  Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh 

akuntan public dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. 

 5.   Pengetahuan Wajib Pajak 

 a.  Definisi Pengetahuan  

  Menurut Sunaryo (2004:25) pengetahuan adalah hasil “tahu” dan ini 

terjadi setelah orang mengadakan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. 

Pengindraan terhadap objek terjadi melalui panca indra manusia yakni 

pengelihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba dengan diri sendiri.  

Menurut Sunaryo (2004:25) pengetahuan yang cukup didalam domain 

kognitif mempunyai beberapa tingkat, yaitu: 

 1) Tahu (Know) 

Tahu diartikan sebagai mengiat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Termasuk kedalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat 
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kembali terhadap sesuatu yang spesifik dan seluruh bahan yang dipelajari 

atau rangsangan yang diterima. Oleh sebab itu “tahu” ini adalah tingkat 

pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang 

tahu tentang apa yang dipelajari yaitu menyebutkan, menguraikan, 

mengidentifikasi, menyatakan, dan sebagainya. 

2) Memahami (Comprehention) 

  Memahami artinya sebagai suatu kemmapuan untuk menjelaskan secara 

benar tentang objek yang diketahui dan dimana terdapat menginterprestasikan 

secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi terus dapat 

menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan 

sebagainya terhadap suatu objek yang dipelajari. 

3) Aplikasi (Application) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah 

dipelajari pada situasi apapun kondisi sebenarnya. Apliaksi ini dapat di 

artikan aplikasi atau penggunaan hokum-hukum, rumus, metode, prinsip, dan 

sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain. 

4) Analisis (Analysis) 

  Analsis adalah suatu kemampuan untuk menyatakan materi atau suatu objek 

dalam komponen- komponen tetapi masih didalam struktur organisasi 

tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain. 
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 b.  Faktor- faktor Yang Mepengaruhi Pengetahuan 

 Menurut Suparyanto (2011) ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan, diantaranya: 

1)  Umur 

Umur yang terhitung mulai saat dilahirkan sampai saat ia akan berulang 

tahun. Semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseoramg 

akan lebih matang dalam berfikir. 

 2) Pendidikan  

Pendidikan adalah sebuah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang 

atau kelompok dan juga usaha mendewasakan manusia melalui usaha 

pengajaran dan pendidikan. Visi pendidikan adalah mencerdaskan manusia. 

3) Lingkungan 

  Seluruh kondisi yang ada disekitar manusia dan pengaruhnya yang dapat 

mempengaruhi perkembangan dan prilaku. Seseorang yang hidup dilingkugan 

yang berpikiran luas maka pengetahuannya akan menjadi lebih baik. 

 4) Pekerjaan 

Seseorang sesuai dengan jabatan atau profesi masing-masing status pekerjaan 

yang sering mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang. 
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5) Informasi yang diperoleh 

Informasi yang dapat diperoleh di rumah, di sekolah, lembaga organisasi, dan 

media cetak . Informasi juga berarti sesuatu yang dapat diketahui dan 

merupakan pemindahan pengetahuan dengan tersedianya informasi, maka 

informasi tersebut dapat menambah pengetahuan penggunanya. 

  c.  Indikator Wajib Pajak Mengetahui Peraturan Perpajakan 

Menurut Septi Wuri Handayani dalam Mawadda Marohma (2014:3) 

tedapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan 

perpajakan, yaitu: 

1) Kepemilikan NPWP, setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib 

untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana 

untuk pengadministrasian pajak. 

   2) Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib 

pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui kewjaibannya sebagai wajib 

pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar 

pajak. 

3) Pengaetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu 

dan paham wajib pajak terhadap terhadap peraturan perpajakan, maka 

semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima 

bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu akan mendorong 

setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik. 

4) Pengatahuan dan pemahaman mengenai PTKP,PKP, dan tarif pajak. Dengan 

mengetahui dan memahami mengenaik tarif pajak yang berlaku, maka akan 
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dapat mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak 

sendiri secara benar. 

   5) Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui 

sosialisasi yang dilakukan oleh KPP. 

  6) Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training 

perpajakan yang mereka ikuti. 

 6.  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

  Pengertian NPWP menurut Mardiasmo (2011:25) adalah nomor yang 

diberikan kepada wajib sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang 

dipergunakan sebagai identitas dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan 

gunanya untuk memudahkan dalam pengadministrasian kantor pajak. 

  Menurut Siti Resmi (2014:24) NPWP merupakan suatu sarana dalam 

administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau 

identitas Wajib Pajak.Dan Tempat pendaftaran NPWP adalah sebagai berikut: 

a.  Bagi Wajib Pajak orang pribadi, adalah pada Direktorat Jendral Pajak yang 

wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak 

b. Bagi Wajib Pajak badan, adalah tempat kedudukan/kegiatan usaha Wajib Pajak. 

   Format NPWP terdiri dari dari 15 digit, yaitu 9 digit pertama merupakan 

kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan. 

Setiap Wajib Pajak hanya mempunyai satu NPWP dan tidak boleh lebih 

(Mardiasmo:2011). 
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 Menurut Mardiasmo (2011:26) NPWP mempunyai 2 fungsi yaitu sebagai 

berikut: 

 a.  Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. 

 b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan 

administrasi perpajakan. 

7.  Surat Setoran Pajak (SSP) 

Menurut Siti Resmi (2014:31)  pengertian Surat Setoran Pajak (SSP) adalah 

surat yang oleh wajib pajak digunakan dalam pembayaran atau penyetoran pajak 

yang terutang oleh kas negara melalui kantor penerimaan pembayaran. 

Menurut Ady Poniady (2011) Surat Setoran Pajak (SSP) juga mempunyai 

fungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor 

penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatakan validasi. 

gffghghbfhfghfghfghfghhhhhhhhhhhhhghhgh  

 Menurut Siti Resmi (2014:32)  terdapat beberapa jenis Surat Setoran Pajak 

(SSP):  

 a. Surat Setoran Pajak (SSP) Standar 

 Standar SSP Standar adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah 

dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain 

ke kas negara melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh Mentri keuangan 

.SSP Standar juga dapat digunakan untuk pembayaran semua jenis pajak yang 

dibayar melalui Kantor Penerima Pembayaran yang belum terhubung secara 

online tapi masih berhak menerima pembayaran pajak. 
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 b. Surat Setoran Pajak (SSP) Khusus 

 adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kantor  Penerima 

Pembayaran yang dicetak oleh Kantor Penerima Pembayaran dengan 

menggunakan mesin transaksi dan atau alat lainnya yang isinya sesuai dengan 

yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak, dan mempunyai 

fungsi yang sama dengan SSP Standar dalam administrasi perpajakan.fghfg 

c. SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak dalam Rangka Impor) 

 SSPCP adalah SSP yang digunakan oleh Importir atau Wajib Bayar dalam 

rangka impor. 

 d. SSCP (Surat Setoran Cukai  atas Barang Kena Cukai dan PPN Hasil Tembakau 

Buatan Dalam Negeri)tfghfghfgh 

 SSCP adalah SSP yang digunakan oleh Pengusaha untuk cukai atas Barang Kena 

Cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri.fghfgfhhhfgrty 

8.  Surat Pemberitahuan (SPT) 

a.  Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) 

  Menurut Mardiasmo (2011:31) surat pemberitahuan (SPT) adalah surat 

yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkam perhitungan dan 

pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sesuai dengan 

Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan Tata Cara 

Perpajakan pasal 1 angka 11, Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib 

Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek 
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pajak atau bukan pajak atau harta atau kewajiban menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. 

 b. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) 

  Menurut Mardiasmo (2011:31) Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki 

beberapa fungsi, antara lain: 

1)  Bagi Wajib Pajak Penghasilan yaitu sebagai sarana untuk melaporkan dan 

memepertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya 

terutang dan untuk melaporkan tentang: 

a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau 

melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak 

atau Bagian Tahun Pajak. 

b) Penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak. 

c) Harta dan kewajiban. 

d) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau 

pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa Pajak 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

 2) Bagi Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan 

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk 

melaporkan tentang: 

 a) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran. 

 b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh 

Pengusaha Kena Pajak atau pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
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 3) Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah 

sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang 

dipotong atau dipungut dan disetorkannya. 

 c.  Pembagian Surat Pemberitahuan (SPT) 

Menurut Mardiasmo (2011:34) secara umum berdasarkan jenisnya 

terdapat dua jenis SPT, yaitu: 

1)  SPT masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas 

pembayaran pajak bulanan atau Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat 

Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. Masa Pajak adalah jangka waktu 

yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain 

yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) 

bulan takwim. Macam- macam Surat Pemberitahuan Masa yaitu, SPT Masa 

PPh Pasal 21/26, SPT Masa PPh Pasal 22, SPT Masa PPh Pasal 25, SPT 

Masa PPh Pasal 23, SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), SPT Masa PPh Pasal 15, 

SPT Masa PPN (1195), SPT Masa PPN bagi Pemungut, SPT Masa PPnBM 

(1101BM). 

2)  SPT Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan atau Surat 

Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak Tahun 

Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) tahun takwim 

kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan 

tahun takwim. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) 

Tahun Pajak. Terdapat tiga macam Surat Pemberitahuan Tahunan, yaitu : 

a) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang 

Pribadi, yang terdiri dari : 
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  i) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang 

Pribadi Biasa (formulir 1770). 

ii) Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak  

melakukan Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas (formulir 1770S). 

b) Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Badan, yang terdiri dari:  

 i) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pengahsilan Wajib Pajak  Badan 

biasa (formulir 1771). 

ii) Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam   

bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat (formulir 1771S). 

   iii) Surat Pemberitahuan TahunanPajak penghasilan Pasal 21  (formulir 

1721). 

 d.  Tempat Wajib Pajak Memperoleh SPT 

SPT Tahunan dapat diambil sendiri oleh Wajib Pajak di tempat-tempat sebagai 

berikut : 

1)  Kantor Pelayanan Pajak. 

2)  Kantor Penyuluhan Pajak. 

3)  Tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.Diantaranya 

bisadidapatkan melalui sistem komputer dengan alamat situs internet atau 

homepageDirektorat Jenderal Pajak yaitu: http://www.pajak.go.id 

 e.  Prosedur Penyampaian SPT 

  Menurut Indriyani (2007:33) prosedur penyampaian SPT dapat 

disampaikan secara langsung atau melalui pos secara tercatat ke Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar atau Kantor Penyuluhan 

Pajakyang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak Orang Pribadi 

tersebut.Penyampaian SPT Tahunan dapat dilakukan dengan cara : 

http://www.pajak.go.id/
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1) Disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Penyuluhan Pajak 

dan atas penyampaian SPT Tahunan itu Wajib Pajak menerima tanda bukti 

penerimaan. 

2) Disampaikan melalui Kantor Pos secara tercatat dan tanda bukti serta 

pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT, 

sepanjang SPTtersebut dianggap lengkap. 

3) Disampaikan melalui Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk 

oleh Direktur Jenderal Pajak dan tanda bukti serta tanggal penerimaan 

dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT sepanjang SPT 

tersebut telah lengkap. 

 f.  Batas Waktu Penyampaian SPT 

  Menurut Mardiasmo (2011:35) batas waktu penyampaian Surat 

Pemberitahuan adalah 

1)  Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.   Khusus 

untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan 

paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. 

2) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, 

paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. 

3) Untuk Surat Pemberitahuan Tahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, 

paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. 

 g.  Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT 

  Menurut Mardiasmo (2011:36) apabila Surat Pemberitahuan tidak 

disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu 

perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan, dikenai sanksi administrasi 

berupa denda sebesar: 
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1) Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak 

Pertambahan Nilai. 

2) Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya. 

3) Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Pajak 

Penghasilan Wajib Pajak Badan. 

4) Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 

Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi. 

 

B.  Penelitian Terdahulu 

Dalam melakukan  penelitian ini, peneliti menggunakan acuan dari beberapa 

penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan variable- variable yang bervariasi 

namun masih berkaitan mengenai kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya. 

                                                Tabel 2.1 

                                      Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti dan Nama Penelitian 

Variable 

Penelitian 

Hasil penelitian 

1. Peneliti: 

Kwik Felicia Cahyono, (2014). 

Nama Penelitian: 

Analisis Pengaruh Pengetahuan 

Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi Usahawan 

Ponsel Di Cempaka Mas 

 

Variable 

Independen: 

-Pengetahuan 

Variable Dipenden: 

-Kepatuhan 

Terdapat pengaruh 

pengetahuan tentang 

pajak terhadap 

kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi 

Usahawan. 
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2. Peneliti: 

Mutia Vidia Safitri, (2012). 

Nama Penelitian: 

Pengbaruh Pemahaman Wajib 

Pajak, Kualitas Pelayanan, dan 

Self Assessment System 

Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi Pada KPP 

Pratama Jakarta Kelapa Gading 

Variable 

Independen: 

-Pemahaman 

-Kualitas 

Pelayanan 

-Self Assessment 

System 

Variable Dipenden: 

-Kepatuhan 

Pemahaman Wajib 

Pajak, Kualitas 

pelayanan, dan Self 

Assessment System 

berpengaruh secara 

simultan terhadap 

Kepathuan Wajib 

Pajak Orang Pribadi. 

3. Peneliti: 

Nazmel Nazir (2010) 

Nama Penelitian: 

Pengaruh Pengetahuan Pajak 

Dan Sistem Administrasi 

Perpajakan terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak (Survei Atas WP-

OP PBB di KPP Pratama Jakarta 

Pasar Rebo) 

 

Variable 

Independen: 

-Pengetahuan  

-Sistem 

Administrasi  

Variable 

Dependen: 

-Kepatuhan 

Tingkat 

Pengetahuan pajak 

dan efektifitas 

system administrasi 

perpajakan 

berpengaruh posotif 

dan significant 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

4. Peneliti: 

Febri Timoria Kusuma, (2013). 

Nama Penelitian: 

Pengaruh Pengetahuan Pajak dan 

Persepsi Wajib Pajak Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Variable 

Independen: 

-Pengetahuan 

-Presepsi 

Variable 

Dependen: 

Pengetahuan tentang 

pajak, persepsi 

terhadap petugas  

pajak, dan persepsi 

terhadap kriteria 

wajib pajak patuh 
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 (Studi Kasus Pada KPP Pratama 

Boyolali) 

 

-Kepatuhan secara bersama-

sama berpengaruh 

signifikan terhadap 

kepatuhan Wajib 

Pajak yang terdaftar 

di KPP Boyolali 

 

 

C. Kerangka Pemikiran 

  Menurut waluyo (2013:3) pajak “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau 

barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup 

biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan 

umum”. Ada beberapa macam cara pemungutan pajak salah satunya adalah Self 

Assessment System, pengertian Self Assessment System sendiri adalah pemungutan pajak 

yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk 

menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnyaa pajak 

yang harus dibayar. 

    Ada banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak, salah satunnya 

adalah pengetahuan. Dengan adanya pengetahuan akan perpajakan ini akan mendorong 

kemauan untuk membayar pajak. Seseorang dikatakan memiliki pengetahuan apabila 

setiap wajib pajak memiliki NPWP sebagai sarana untuk pengadministrasian pajak, 

memiliki pengetahuan mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak, mengetahui sanksi 

perpajakan,mengetahui PTKP, dan PKP berserta tarifnya, mengertahui peraturan 

perpajakan melalalui sosialisasi atau training. 
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Menurut Setiawan dalam Feliciana Koasasih (2014:35), ukuran tingkat 

kepatuhan wajib pajak yang utama adalah tingkat kepatuhannya dalam penyampaian 

Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan atau masa secara benar dan tepat waktu serta 

pembayaran yang tepat waktu. Wajib Pajak dikatakan patuh apabila tepat waktu dalam 

penyampaian SPT, tidak mempunyai tunggakan pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman 

pidana dibidang perpajakan. Dan berdasarkan penelitian terdahulu yang diteliti oleh 

Kwik Felicia Cahyono (2014), Mutia Vidia Safitri (2012), Nazmel Nazir (2010), Febri 

Timoria Kusuma (2013) didapat hasil penelitian terhadap variable pengetahuan 

berpengaruh positif signifikan terhadap variable kepatuhan maka peneliti dapat 

membuat kerangka pemikiran sebagai berikut: 

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

D.  Hipotesis Penelitian 

 Ha : Terdapat pengaruh antara pengetahuan dan kepatuhan Wajib Pajak dalam 

melaksanakan kewajibannya dibidang Perpajakan. 

Pengetahuan Tentang Perpajakan 

(X) 

Kepatuhan Wajib Pajak Dalam 

Pelaksanaan Self Assessment System 

(Y) 


